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ABSTRAK 

             Skripsi ini membahas implementasi Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna 
Jalan perspektif Siyasah Tanfidziyah, Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pemasangan polisi 
tidur yang tidak sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, sehingga berpotensi mengganggu keselamatan, 
ketertiban, dan kenyamanan pengguna jalan serta mencerminkan adanya 
kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan.  
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif 
melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, 
dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif 
kualitatif dengan mengaitkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 48 Tahun 2023 dan prinsip Siyasah Tanfidziyah sebagai bagian 
dari fiqh siyasah yang menekankan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah 
demi kemaslahatan umum.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi alat pembatas kecepatan di Kabupaten Padang Lawas belum 
sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Masih ditemukan 
polisi tidur yang tidak memenuhi standar ukuran, bahan, warna, serta tidak 
melalui prosedur perizinan resmi. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, 
kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam 
menjalankan fungsi eksekutif, khususnya dalam pengawasan dan penegakan 
hukum. Faktor penghambat implementasi meliputi rendahnya kesadaran 
hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi peraturan, serta lemahnya 
pengawasan dan penegakan sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan 
penguatan peran pemerintah daerah guna mewujudkan keselamatan, 
ketertiban, dan keadilan bagi pengguna jalan.   

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Polisi Tidur, Siyasah Tanfidziyah. 
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